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ABSTRAK

Jumlah penduduk muslim di Indonesia mendominasi dibanding dengan pemeluk
agama lain. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh muslin yaitu gaya hidup halal.
Isu halal ditunjukkan dengan hadirnya lembaga-lembaga yang hadir di belahan
dunia. Mulanya LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan,
Makanan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dibentuk sebagai
lembaga yang menjamin dan mengawasi produk yang beredar di Indonesia.
Pendaftaran sertifikat halal kepada LPPOM bersifat voluntary yang ditujukan
kepada para pelaku usaha yang ingin menjamin kehalalan produknya kepada
konsumen. Terbitnya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang
mana salah satu isinya yaitu mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia
wajib bersertifikat halal dan berdirinya Badan Pengawas Jaminan Produk Halal
(BPJPH). Terdapat peralihan kewenangan pasca terbitnya undang-undang tersebut
dimana LPPOM MUI yang sebelumnya berwenang penuh atas jaminan produk
halal kemudian beralih ke BPJPH. Hal ini menimbulkan polemik karena pemerintah
ikut campur dalam ranah agama, yang seharusnya persoalan jaminan produk halal
menjadi ranah para ulama. Berdasarkan persoalan tersebut muncullah pertanyaan:
pertama, bagaimana kebijakan jaminan produk halal terhadap perlindungan
konsumen di Indonesia? Kedua, bagaimana politik hukum pengakkan hukum
jaminan produk halal terhadap perlindungan konsumen di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif untuk
menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkaji teori otoritas Max Weber,
kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai pisau analisis. Peraturan
perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, jurnal, dan
karya ilmiah lain digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Sedangkan
ensiklopedia dan sumber digital yang relevan menjadi bahan hukum tersier.
Deskriptif analitis menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
Maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka atau library research.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen di
Indonesia terhadap jaminan produk halal diwujudkan melalui adanya beberapa
peraturan perundang-undangan yang secara substantif melindungi masyarakat
muslim Indonesia untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang terjamin
produk halalnya. Politik Hukum pemberlakuan hukum dalam jaminan produk halal
terlihat dalam karakteristik otoritatifnya dengan diwajibkannya sertifikasi halal
untuk setiap produk baik barang atau jasa yang beredar di Indonesia. Bukan berarti
negara intervensi urusan agama menjadi urusan negara. Akan tetapi, sebagai bentuk
implementasi negara dalam melindungi warga negara dalam menjalankan
kewajiban agama dan kepercayaannya. Maka setiap warga yang berkeinginan
mengkonsumsi produk-produk halal wajib dilindungi oleh negara melalui terbitnya
undang-undang tentang jaminan produk halal.

Kata Kunci: Politik Hukum, Jaminan Produk Halal, Indonesia



ABSTRACT

The Muslim population in Indonesia dominates compared to followers of other
religions. One of the activities carried out by Muslims is the halal lifestyle. The
presence of institutions around the world evidences the halal issue. Initially,
LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan, Minuman dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) was established as an institution that
guarantees and oversees products circulating in Indonesia. The registration of halal
certification with LPPOM is voluntary and aimed at business actors who wish to
ensure the halal status of their products to consumers. The issuance of Law No. 33
of 2014 on Halal Product Guarantee mandates that all products circulating in
Indonesia must be halal certified, leading to the establishment of the Halal Product
Guarantee Supervisory Agency (BPJPH). Following the enactment of this law, there
was a shift in authority. LPPOM MUI, which previously had full authority over
halal product guarantees, transferred this responsibility to BPJPH. This has sparked
controversy as the government intervenes in religious matters, which should ideally
be the domain of scholars. Based on this issue, two questions arise: First, how does
the halal product guarantee policy relate to consumer protection in Indonesia?
Second, How is the legal politics of enforcing halal product certification laws in
relation to consumer protection in Indonesia?

This research employs a juridical-normative approach to answer the
questions by examining Max Weber's theory of authority, legal certainty, and legal
protection as analytical tools. Statutory regulations serve as primary legal materials,
while books, journals, and other scholarly works are used as secondary legal
materials. Encyclopedias and relevant digital sources are considered tertiary legal
materials. Descriptive analytical research is the type employed in this study. Thus,
this research is classified as library research.

The results of this research indicate that the form of consumer protection in
Indonesia regarding halal product guarantees is manifested through several
regulations that substantively protect the Muslim community in Indonesia from
consuming or using services with guaranteed halal products. The legal politics of
enforcing the law on halal product certification is evident in its authoritative
characteristic, with the requirement for halal certification for every product,
whether goods or services, circulating in Indonesia. This does not mean that the
state intervenes in religious affairs as state matters. Rather, it is a form of
implementation of state’s role in protecting citizens wishing to consume halal
products must be protected by the state through the enactment of laws regarding
halal product guarantees.

Keywords: Legal Politics, Halal Product Guarantee, Indonesia
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak
dibanding dengan pemeluk agama lain, presentasenya mencapai 87,18% dari
populasi 232,5 juta jiwa. Hal tersebut membuat pasar Muslim di Indonesia memiliki
potensi yang sangat besar. Pasar Muslim di Indonesia tentunya setiap kegiatan yang
sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, salah satunya yakni gaya hidup halal
(halal life style). Besarnya populasi juga membuat tuntutan terhadap produk halal
meningkat. Indonesia dapat dianggap sebagai perwakilan pasar industri halal dunia
sebab nilai belanja domestik lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020
sebesar US$ 184,0 miliar dan di tahun 2025 diprediksi dapat mencapai US$ 281,6
miliar. Bank Indonesia membukukan pertumbuhan sektor rantai nilai halal
mencakup pertanian, makanan-minuman halal, fashion muslim, dan pariwisata
ramah muslim sebesar 25,4% dari produk domestik bruto nasional.*

Selayaknya Indonesia memegang penuh potensi indsutri halal secara
keseluruhan dalam berbagai komponen tingkat global. Tetapi menurut data State of
the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022, Indonesia belum sepenuhnya
menjadi pionir halal global. Indonesia masih di peringkat ke-4 dunia dalam hal

pengembangan ekosistem ekonomi syariah, posisi ke-6 dalam sektor keuangan

! kemenkeu.go.id, “Kodifikasi Dan Sertifikasi Produk Halal Jadi Langkah Indonesia
Tingkatkan Industri Halal,” diakses pada 8 Juni 2024,
https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi-
langkah-indonesia-tingkatkan-industri-halal.



Islam, peringkat ke-3 dalam fashion halal, peringkat ke-9 dalam sektor farmasi dan
obat-obatan, peringkat ke-2 pada makanan halal, dan bahkan tidak masuk dalam 10
besar moslem friendly travel dan media and recreation. ? Posisi tersebut
menunjukkan Indonesia masih kurang memperhatikan peluang sebagai negara yang

penduduknya mayoritas Muslim sebagai pusat industri halal.

Isu halal telah menjadi trend global dalam dua dekade belakangan ini yang
ditandai dengan hadirnya lembaga-lembaga sertifikasi halal di berbagai belahan
dunia.? Kebutuhan sertifikasi halal berguna untuk menembus pasar global terutama
kawasan negara muslim Timur Tengah. Para importir dari Timur Tengah selalu
mempersoalkan mengenai aspek kehalalan produk yang dibuktikan dengan
sertifikasi halal. Indonesia juga menginisiasi terbentuknya Dewan Halal Dunia
(World Halal Food Council-WHFC). Didirikan tahun 1999, digagas oleh direktur
LPPOM MUI saat itu yaitu Aisyah Girindra, sebagai wadah kerja sama antar
lembaga sertifikasi halal dunia, bertujuan menjalin komunikasi yang lebih intensif
dan menghasilkan standar baku dalam audit halal. Aisyah waktu itu menjadi

presiden WHFC yang pertama.*

Otoritasi kewenangan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-obatan, Makanan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI) beralih ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di

bawah Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag). Sesuai amanat UU

2 SGIE Report 2022: Makanan Halal Indonesia Peringkat Dua Dunia”, diakses pada 9 Juni
2024, https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan-halal-indonesia-peringkat-dua-dunia/.

3 Warto, Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di
Indonesia, “Al Maal, Journal of Islamic Economic and Banking”, Vol.2. No. 1 (2020): 98

4 LPPOM MU, Jurnal Halal, No. 90, Vol. XIV, (Juli-Agustus 2011): him. 10.



JPH, bahwa otoritasi kewenangan sertifikasi halal saat ini dialihkan kepada BPJPH
(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kemenag Republik
Indonesia. Maka dari itu, BPJPH saat ini menjadi Lembaga Negara yang
berkewajiban untuk menjalankan amanat Undang-Undang untuk memastikan
bahwa semua produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikat halal.®

Setelah diterbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, terbit pula UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat perubahan-
perubahan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Namun belum lama UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan, lahir Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan
memuat juga Jaminan Produk Halal, yang tentunya ada perubahan-perubahan di
dalamnya. Meskipun lahirnya Perpu Cipta Kerja merupakan tindak lanjut dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI11/2020 yang menetapkan
bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan
inkonstitusional bersyarat. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2023,
diterbitkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang telah disahkan dengan isi dan substansi yang sama dengan Perpu
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga memuat UU JPH.

Penyelenggaran jaminan produk halal memiliki asas pelindungan, keadilan,

kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi dan

5 Pasal 6, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.



profesionalitas.® Serta penyelenggaraan tersebut bertujuan memberikan
kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal
bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.” Setidaknya ada
tiga sasaran dalam UU JPH yakni: 1) memberikan keamanan dan kenyamanan
masyarakat terutama umat Islam dalam menggunakan produk halal, 2)
menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya produk halal, dan 3) mewajibkan

pelaku usaha untuk memberikan jaminan kehalalan produk.

Sertifikasi Halal yang diimplementasikan dalam bentuk label halal pada
kemasan sebagian besar telah dibahas mengenai pro dan kontranya dan kesesuaian
dengan UU Perlindungan Konsumen, namun belum ada pembahasan konkrit
sertifikasi halal dalam perlindungan konsumen pasca regulasi jaminan produk halal
terlebih yang mengkaji masa berlaku sertifikat halal dan implementasi pengawasan
dari adanya Tim Pengawas Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di
Indonesia, tentunya tidak dapat dipisahkan dari sertifikat halal.® kepastian hukum
hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.® Namun di sisi lain,

Sofyan masih memberi penegasan kepada pemerintah selaku leading sector

¢ Pasal 2, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

7 Pasal 3, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

8 Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum
Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." Jurnal limiah Living
Law 13.2 (2021): him. 122-131.

® Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan

Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." ADIL: Jurnal Hukum 7.2 (2016): him. 159-
174.



penyelenggara hendaknya berfungsi sebagai regulator dan pengawas implementasi

UU JPH yang akan diterapkan.

Uraian tersebut menjadi latar belakang masalah yang membawa tulisan ini
sehingga akan melihat mengapa regulasi dan kebijakan-kebijakan JPH diterbitkan
dan bagaimana tinjauan maslahatnya, pengaruh peralihan otoritas terhadap
pelaksanaan jaminan produk halal, bentuk dan implementasi jaminan perlindungan
konsumen, dan bagaimana regulasi jaminan produk halal dapat memberikan

kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kebijakan jaminan produk halal terhadap perlindungan
konsumen di Indonesia?
2. Bagaiamana politik hukum penegakkan jaminan produk halal terhadap
perlindungan konsumen di Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Mendeskripsikan kebijakan Jaminan Produk Halal terhadap pelaksanaan
Jaminan Produk Halal di Indonesia.
2. Menemukan bentuk otoritataif kebiakan produk halal sebagai jaminan

perlindungan konsumen di Indonsia.
Manfaat dari penelitian ini:

1. Menelaah aturan hukum dan kebijakan mengenai Jaminan Produk Halal,
mendeskripsikan bentuk peralihan otoritasi kewenangan penyelenggaraan

Jaminan Produk Halal, melihat dampak implementasi aturan, dan sejauh



mana aturan tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan konsumen
serta kepastian hukum di Indonesia.

2. Menambah khazanah keilmuan dan wawasan dalam studi halal mengenai
penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca diterbitkan
regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal terhadap masyarakat di
Indonesia, khususnya bagi para akademisi, praktisi, pelaku usaha, dan

konsumen.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini, penulis membahas tentang Otoritatif UU No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Perlindungan Konsumen. Maka perlu
dilakukan telaah Pustaka untuk membuktikan bahwa terdapat kebaruan dalam
penelitian ini.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Siiti Nur Faika yang berjudul “Kewajiban
Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal; Perspektif Maqasid al-Syari’ah.”'® Dalam hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa mekanisme pendafataran serifikasi halal pasca peralihan
otorisasi dari LPPOM MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
tentunya membutuhkan tahapan yang begitu ketat yang prosedurnya
memerlukan beberapa tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut.

Perbedaan penelitian dengan penulis terletak pada objek kajiannya. Penelitian

10 Siiti Nur Faika dan Musyfika Ilyas. “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Magasid al-Syari’ah” Shauutuna: Jurnal
llmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum (2021): him. 449



ini membahas tentang mekanisme pendaftaran sertifikasi halal sedangkan
penulis akan membahas mengenai perubahan regulasi dan dampaknya terhadap

perubahan otoritas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Nikmatul Masruroh yang berjudul “Gerak
Kuasa Negara dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia:
State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia”
menunjukkan hasil bahwa kewajiban sertfikasi halal di Indonesia pasca UU JPH
No. 33 Tahun 2014, Gerakan sertifikasi halal produk belum maksimal, serta
literasi produsen khususnya UMKM masih tergolong rendah. Bahkan peralihan
sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH belum mampu meretas tingginya
opportunity cost yang harus dikeluarkan oleh produsen. Persoalan kepercayaan
terhadap kelembagaan masih muncul, sehingga gerak kuasa yang dilakukan
pemerintah menjadikan perdagangan komoditas bersertifikasi halal menjadi
tidak efisien dari segi biaya.'* Sedangkan tulisan ini akan memahas mengenai
perubahan otoritas pelaksana Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan
tinjauan Otoritas Max Weber, menjelaskan peralihan leading sector

penyelenggara jaminan produk halal dari MUI Ke BPJPH.

Ketiga, Jawie Isti Atun Niza melalui jurnalnya yang berjudul “Penerapan
Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan
Konsumen” membahas tentang adanya UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal

merupakan salah satu Solusi yang sangat membantu pelaku usaha secara khusus

11 Nikmatul Masruroh dan Ahmad Fadli. “Gerak Kuasa Negara dalam Perdagangan
Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commaodity
Trading in Indonesia.” Proceedings. Vol. 1. (2022): him. 151-166.



dan Masyarakat secara umum.!? Sedangkan penulis akan membahas mengenai
perubahan regulasi dan dampaknya terhadap perubahan otoritas

penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ralang Hartati dengan judul “Peran
Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal” menyebutkan setelah
terbitnya regulasi dan kebijakan tentang Jaminan Produk Halal terdapat
ketetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal.®
Sedangkan penulis akan menyajikan kajian analisis terhadap bentuk dan
implementasi perlindungan konsumen pada penyelenggaraan jaminan produk
halal di Indonesia. Pembahasannya meliputi Bentuk-bentuk Perlindungan
Konsumen yang terdapat dalam Regulasi Jaminan Produk Halal, yang memuat

jenis perlindungan hukum yang diatur dalam UU JPH, termasuk perubahan dan

kontinuitasnya dari pra dan pasca diundangkannya UU Jaminan Produk Halal.

E. Kerangka Teori

1. Politik Hukum dan Otoritas Hukum
Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang

hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun

2 Jawie Isti Atun Niza, “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk
Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen.” Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) 1.1 (2023): 141-
156.

13 Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” ADIL:
Jurnal Hukum 10.1 (2019): him. 72-79.



dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.'* Politik
hukum tentang memberlakuan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal
kemudian melahirkan otoritas dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di
Indonesia.

Menurut Max Weber, struktur-struktur otoritas dimulai dalam suatu cara
yang konsisten dengan asumsi-asumsinya tentang hakikat tindakan. la kemudian
mendefinisikan dominasi sebagai probabilitas bahwa semua perintah akan dipatuhi
oleh sekelompok orang tertentu.> Dominasi ini kemudian disebut dengan otoritas
yang melandasi otoritas bagi para pengikutnya yaitu rasional, tradisional, dan
kharismatik.'® Terdapat tiga jenis otoritas murni yang mendasar yakni pertama,
kepercayaan dalam sebuah standar legalitas dari pola-pola aturan normatif dan hak
kepada kuasa di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah
hukum atau kuasa, jenis ini dinamakan otoritas rasional. Kedua, sebuah alasan
keimanan dalam sebuah kesucian tradisi dahulu dan keabsahannya dari para
pengikutnya, jenis ini adalah otoritas tradisional. Ketiga, otoritas kharismatik, yang
meletakkan ketaatan dalam sebuah kasus tertentu atau keilhaman seseorang.!’

Teori Otoritas digunakan oleh penulis untuk mengkaji peralihan otoritasi
kewenenangan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, yakni adanya
perubahan leading sector sertifikasi halal yang semula dikendalikan oleh LPPOM

MUI beralih ke BPJPH di bawah Kementerian Agama RI. Selain itu juga mengkaji

14 Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 11, (Depok: Rajawali Pers,
2023), him. 1.

15 George Ritzer, Sociological Theory, (New York: MC Graw Hill, 2008), him. 219.

16 Ibid., him. 220.

17 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, (New York: The Falcon’s
Wings Press, 1947), him. 342.



dampak peralihan kewenenangan penyelenggaraan jaminan produk halal di
Indonesia, hubungan antar lembaga atau aktor penyelenggara jaminan produk dan

dominasi Negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus
diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan di lain pihak.!® Menurut Harjono, perlindungan hukum mempunyai
makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau
perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap
kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang
perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.*®

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi
rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pada
perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang
preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum

yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum

18 Satijipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), him. 53.
19 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008), him. 377.
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yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada
kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif,
pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang
didasarkan kepada diskresi.?°

Sedangkan dalam konteks jaminan produk halal, perlindungan hukum yang
dimaksud adalah perlindungan hukum bagi konsumen ataupun perlindungan
hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang
digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari
hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Pada pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan:
“Perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan
konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam
memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki
ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam
memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan
akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.?!

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan
pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan

sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

20 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina
llmu, 1987), him. 2.

21 Jannus Sibadolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra
Aditya Bhakti,2010), him. 7.

11



a. Let the buyer beware (caveat emptor). Doktrin let the buyer beware atau
caveat emptor merupakan dasar dari lahirnya sengketa dalam bidang
transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen
adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak
memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa
dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai
untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa Yyang
dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan
pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap
produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen
mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian
tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. The due care theory. Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha
mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik
barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya,
maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian
siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan
jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada
pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas
menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak
atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau
menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya

hak atau peristiwa tersebut.

12



c. The privity of contract. Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai

kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan

jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku

usaha tidak dapat disalahkan di luar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan

demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang

ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang

membuat perjanjian saja.?

Adapun asas dan tujuan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai

usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional,

yakni:

a.

b.

C.

Asas Manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
Asas Keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan
pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.

Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti

materiil maupun spiritual.

22 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Grasindo, 2006), him.

61.
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d.

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

Asas Kepastian Hukum adalah pelaku maupun konsumen menaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.?

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat

dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase)

dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase

)‘24

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat sebelum terjadinya transaksi (no

conflict/pre purchase) dilakukan dengan;

a.

b.

Legislation, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan
pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan
perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-
undangan yang telah dibuat.

Voluntary Self-Regulation, yaitu perlindungan hukum terhadap
konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi,
dimana pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan
bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam

menjalankan usahanya.

23 Advendi Elsi, Hukum dalam Ekonomi (Jakarta: PT Grasindo, 2007), him. 159.

24 Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Universitas Katolik
Parahyangan, 1999), him. 3-5.
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Teori perlindungan konsumen digunakan penulis untuk mengkaji dan
menalisis regulasi jaminan produk halal di Indonesia dari sisi bentuk dan
implementasi perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jaminan produk halal di
Indonesia. Selain itu juga dibahas perubahan aturan regulasi jaminan produk halal

serta pengaruhnya terhadap perlindungan konsumen.

3. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian
tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia
menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau
menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat
dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan
bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.
Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang
buruk.?

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan
yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau
tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

% Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,
Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, 2009), him. 385.
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Negara terhadap individu.?® Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas
yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut
ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya
diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einfiihrung in
die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat
3 (tiga) nilai dasar, yakni:?’

a. Keadilan (Gerechtigkeit)

b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

c. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).

Gustav Radbruch menjelaskan?®, bahwa dalam teori kepastian hukum yang
1a kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna
dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut;

a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum
positif ialah perundang-undangan.

b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat
berdasarkan pada kenyataan.

c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus
dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari
kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah

dilaksanakan.

% Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya
Bakti, 1999), him. 23.

27 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), him. 12.

28 |bid., him. 19.
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d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.?

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut,
didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah
kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian
hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan
produk dari perundang-undangan. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat
terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum
yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga
dengan istilah fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum
harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu
yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya
kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih
tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban
masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan
atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum
atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap
orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana
setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang

mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum.

29 1bid., him. 20.
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Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-
undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada
peristiwa yang konkrit.

Teori Kepastian Hukum digunakan penulis untuk mengkaji sejauh mana
regulasi jaminan produk halal memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaannya. Selain itu untuk mengkaji interelasi regulasi jaminan produk halal
dalam mewujudkan harmonisasi hukum, membedah sifat sertifikat halal yang
mulanya sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory), serta kepastian hukum
pasca peralihan otoritasi dari LPOM-MUI ke BPJPH.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang
suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu® dalam hal ini adalah di
Indonesia. Penulis mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan
jaminan produk halal terutama mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, baik
secara substantsi hukumnya, lalu perbedaan penyelenggaran antara sebelum dan
sesudah adanya regulasi Jaminan Produk Halal. Selain itu, penyelenggaraan
jaminan produk halal dari segi otoritas, perlindungan hukum dan kepastian hukum,
lalu ditarik kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

%0 Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan dan Kemanfaatan." Warta Dharmawangsa 13.1 (2019): him. 7.

31 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Grafika, 1991), him. 8.
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Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan
ini yuridis digunakan untuk memahami masalah-masalah dengan melihat dan
mendasarkan pada konsep Otoritas, Perlindungan Hukum bagi Konsumen,
Kepastian Hukum dan Maslahat sebagai upaya pemberian norma terhadap masalah
yang didekati. Selain itu digunakan untuk memahami teks dan kandungan isi
regulasi Jaminan Produk Halal, apa faktor diterbitkannya regulasi dan kebijakan
JPH; UU Jaminan Produk Halal, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP
39 Tahun 2021 dan regulasi lainnya serta dampak dan implementasinya yang
berkenaan dengan otoritas, perlindungan konsumen dan kepastian hukum.
Sedangkan pendekatan empiris melihat secara implementatif dampak dari regulasi
berdasarkan pengaruh otoritas penyelenggaran JPH, bentuk jaminan perlindungan
konsumen dan kepastian hukumnya.

3. Sumber Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yakni segala
usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data dan informasi yang
relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu
dapat diperoleh melalui undang-undang yang berkaitan tentang jaminan produk
halal, buku-buku ilmiah yang membahas tentang teori otoritas Max Weber,
perlindungan hukum dan kepastian hukum, laporan penelitian, jurnal ilmiah, tesis
dan disertasi yang memiliki relevansi dengan penelitian. Aturan-aturan yang bisa

mendukung data penelitian juga seperti Undang-undang, naskah akademik,
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peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber
tertulis baik di media cetak maupun media elektronik.32
4. Analisis Data

Data yang telah dihimpun, selanjutnya dilakukan analisis secara induktif
yang pada umumnya disebut generalisasi. Analisis induktif ini, yaitu metode yang
digunakan dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus untuk selanjutnya
ditarik suatu kesimpulan umum. Dalam penelitian ini, data mengenai
penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan regulasi dan kebijakan JPH,
penyelenggarannya, dampaknya serta penyelenggaraannya di lapangan akan
dianalisis dan akan ditarik satu kesimpulan secara umum dari variabel otoritas,

perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam
beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini
merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab keduaa merupakan pembahasan mengenai perubahan regulasi dan

dampaknya terhadap perubahan otoritas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

32 Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, Metode Penelitian Muamalah, (Jakarta: Salemba
Diniyah. 2008), him. 81.
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Secara spesifik akan di bahas mengenai perubahan otoritas pelaksana Jaminan
Produk Halal di Indonesia dengan tinjauan Otoritas Max Weber, menjelaskan
peralihan leading sector penyelenggara jaminan produk halal dari MUI Ke BPJPH.
Adanya Komisi Fatwa MUI, Komite Fatwa Produk Halal dan MPU Aceh sebagai
Pembuat Ketetapan Halal serta terbentuknya LP3H dan Perluasan LPH. Selain itu
membahas dampak perubahan otoritas terhadap pelaksanaan Jaminan Produk
Halal yang berisi skema pengajuan sertifikasi halal reguler dan skema pengajuan
sertifikasi halal self declare. Serta mengkaji dominasi otoritas negara dalam
pelaksanaan Jaminan Produk Halal berupa standardisasi halal melalui regulasi JPH
dan kehadiran Negara sebagai penyelenggara JPH.

Bab ketiga berisi kajian analisis terhadap bentuk dan implementasi
perlindungan konsumen pada penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.
Pembahasannya meliputi Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen yang terdapat
dalam Regulasi Jaminan Produk Halal, yang memuat jenis perlindungan hukum
yang diatur dalam UU JPH, termasuk perubahan dan kontinuitasnya dari pra dan
pasca diundangkannya UU Jaminan Produk Halal. Selain itu, Implementasi
Perlindungan Konsumen; adanya skema pengawasan internal eksternal. Dibahas
juga perubahan regulasi dan pengaruhnya terhadap perlindungan konsmen;
pemetaan arah UU Jaminan Produk Halal dalam hubungannya dengan
perlindungan konsumen yang memuat respon konsumen dan pelaku usaha serta
pembahasan masa berlaku sertifikat halal.

Bab keempat merupakan pembahasan mengenai kepastian hukum bagi

pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Yang mana didalamnya
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membahas mengenai interelasi regulasi jaminan produk halal menuju harmonisasi
hukum. Fokus kajian analisis ini mengarah pada adanya disharmoni antar regulasi
yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam Jaminan Produk Halal. Selain
itu, kepastian hukum pasca peralihan otoritasi dari MUI ke BPJPH, penulis
memberikan batasan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Serta
analisis tentang kebijakan sertifikasi halal yang sifatnya mandatory (wajib halal)
dan pengaruhnya terhadap kepastian hukum produk halal dengan menggunakan
teori hukum Gustav Radbruch yang berkaitan dengan kepastian hukum sebagai
dasar dan fungsi hukum.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat
jawaban atas rumusan atau pokok masalah dan saran-saran berdasarkan hasil

penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Penulisan skripsi ini diakhir dengan Kesimpulan sebagai berikut
1. Bentuk perlindungan konsumen di Indonesia terhadap jaminan Produk
halal diwujudkan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang
secara substantif melindungi Masyarakat muslim Indonesia untuk

menkonsumsi atau menggunakan jasa yang ada jaminan produk

213 lyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelengaraan Perpajakan di
Indonesia." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 10.02 (2019): him. 87-93.
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halalnya. Seperti adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU
No. 2 Tahun 2022, dan UU No. 6 Tahun 2023. Dimana intinya dalam
undang-undang tersebut negara memberikan perlindungan konsumen
muslim untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang bersertifikat
halal.

Politik hukum yang menjadi kebijakan resmi negara adalah mewajibkan
sertifikat halal, kemudian memerlukan beberapa lembaga dalam
penyelenggaraan jaminan produk halal. Hal ini bukan berarti negara
take over/intervensi urusan agama menjadi urusan negara tetapi sebagai
bentuk implementasi UUD 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa
“negara wajib melindungi warga negara dalam menjalankan kewajiban
agama dan kepercayaannya” maka setiap warga negara yang
berkinginan untuk mengkonsumsi produk-produk halal wajib dilindungi
oleh negara yakni dengan kebijakan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan jaminan produk halal.

B. Saran

1.

Harus ada regulasi yang jelas dalam setiap pasal yang mewajibkan
bersertifikat halal. Karena kenyataannya di Indonesia terdapat banyak
pelaku usaha ataupun pelaku usaha yang sulit terjangkau untuk

mendapatkan sertifikat halal
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2. Adanya dua Lembaga yang perlu ditegaskan kedudukannya yaitu:
Lembaga Fatwa oleh MUI yang disebut Komisi fatwa dan adanya
Lembaga Fatwa oleh negara yaitu Komite Fatwa

3. Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat
halal. Bagaimana proses dan prosedur hukumnya? Karena pelaku usaha
yang belum mendapatkan sertifikat halal belum jelas mencakup wilayah
publik atau privat.

4. Perlu adanya Peraturan Pemerintah sebagai penjelas UU Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja karena PP Nomor 39 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan
penjelas untuk UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal.
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